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Abstract: Appreciating the code of etlics is a foundationto implement
and maintain the teaclrcs profession. The code of profession ethics
bears values, motivdions, and internal control generating teachers'
spirit of obedience irrd irrreasing their confidence and prestige in
holding the profession. Teachers' awarcness of this normative principle
will be able to develop tlrir moral insights and establish the teachers'
personalities ard profession which w.ill, in tuui, increase tlre teachers,
obedience to build qualiEed human resources and to ersure the spirit
of tlre corps. Discussions on the code of profession ethics could also
generate motivafion to think of the lecturers' profession at universities.
Kata-kata kunci: kode etika profesl citra profesi guru, jiwa korps
keguruan.
Kedudukan seorang pribadi manusia senantiasa menjadi bagan utuh dari
suatu masyarakatrya dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban yang
melekat karena kodrat keberadaannya. Demikian pula seoftmg warga kelom-
pok organisasi apapun akan senantiasa memiliki kedudukan, hak dan ke-
wajiban yang ditetapkan berdasarkan tatanan nilai sosio budaya dan hukum
rtllgryyd Noor syam adalah dosen Jurasan Kuikulum dan Teknologi pendidilan
KfP) FIP Universitas |,{egei Malang.
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yang berlaku. Berbagai bidarg pekerjaan atau- profesi yang berkembang
dalart sutrl masyamkat, lebih-lebih masyarakat modern, menampilkan
multi-bidang dan ketenagaanny4 sejak dari tenaga paramedis dan dokter,
prqiurit danlo6s1 sarnpai kepada jaksE pengacara" hakinU notaris, warta-
wan. dan juga Profesi guru.
fofasya.atut modenn berkembang dalam antarhubungan sosial ekono-
mi, pendidikan dan kebudayaan, hukum dan potitik sebagai dinamika per-
adaban. Wujudnya adalah antaraksi dan transaksi sosial ekonomi dan jasa
pelayanan umum transportasi, perdagangar, admimstras.i publik' serta jasa
admimstrasi lalu lintas, sosial budaya (terutama pendidikan dan kesehaAn)
serta sosial politik dan hukum, demi kesejahteraan walga masyarakat.
Fenomena dinamika antarmanusia dalam pelayanan gmum dan jaring-
ankerjayangamalkompleksitubertumpudixasasasnornatifyang
*a*.r, 1,ang-melipwi hukumperundangan dan kode etikaprofesi masing-
*r'og. iu"i, kode etika dlperiutao kalena jangka'an hukum perundanBm
*ang &rsifat formal dan imperatif b"l"_* menjamin tegalarya asas normdif
,rri ,iarf. te{angkau oleh ketentuan formal. Jadi kode etika bersifat nor-
matif internal dan melengkapi asas nornatif fonnal (konstitusional)' Guna
hbih memahami fungsi fodi etika profesi dalam berbagai organisasi pro-
fesional, dapat dipeft;dhgkan berbagai kode etika profesi secara mendasar
dalam uraian berikut.
HAKNA DAN TUNGSI KOI}E EIIKA PROFESI
Memahami malara dm frmgsi kode etika profesi mertryakan prasyarat
unrk menghayati dan menega}kannya- Sebagaimana *g..u.*& kelom-
*r,,irp ftb;dt *egot" orlanisasi (dalam hal iui profesi) berkewajiban
il*gn"rirui a* *."tgul**.t"ggaran Das.ar da1 lnggaran Rumah Tangga
fenTe;il sebagai wujud kesstiaan atas kesatuan dan kebersmnannya'| il;;"1ui-i"-ltiinberspnrberatas citadan amanatprofesiny4 sesuai
I a"** oendidikan dan bidang pengabdiannya
1 
***i;;-iot, 
;rt trkata bentr:kan dad istilah kode dan etika' Istilah
I ma" ["rrn6*u hukum tertulis dari suatu masyarakat' langsa dan negara'
I il;;il'l;d*; Sdemardi, "... setiap profesi mengandung dua aspek,
I -ffi;;;;;rd;; sebagar'keahlian-teknis, dan etika profesi sebagai
I i; lro*rlur" (Soemardi, 1992:1). Sedangkan etkeadalah zuafir nonna
I *ilril"*n U.**rU.r d*i nitai sosial budaya (tadisi, adat) Uaupun
I ;ffit;1,,};.;rr-tf secara khusus menjelaskan malma etika, meliputi'II
I!I
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".- (l) a sefrubs for human behavior; (Z) a snt$t of l.udgment of value,
a{ good and gwl, right and wrong, desirable and undesirable; and (3)
theories of obligafion or duty or why we 'ought' to behave in certoin
ways'n (Stumpf 1983 :Glossary)
Menurut Hunnex, "Ethical ... concerned primanly with noral obli-
gation 
-the right- rather than ends or consequences. Moral obligationrelates to duty, the ought, lghtness, af ftnngvess" (Hunnex, Dls:zs;.Jadi, kode etika dapat disamakan dengan sompan suatu jabatan atau profesi
t€rtentu, yang berlaku hanya bagr tenaga profesional aimatzua atau secara
terbatas bagi intem kelompok bidang pite4aan tertentr. Kesadaran ini
diputuskan oleh pribadi profesional sebagai subjek mandiri yang memeriha-
ra pribadi, kehormatan dan martabat profesinya (korps).
Dengan demikian kode etika ialah suatu ra. utu, nonna yang ditelap-
kan (disepakati) dan terarlis untuk dilaksanakan oleh merek" yJng ;;]..p;
katinya, Karenanya suatu profesi diakui sebagai trngkat trxiii* dalam
su*r bidang yang berfungsi pelayanan (asa) tnnumlA.tt,r. dan kawan-
kawan menjelaskan maknaprofesi : " ... A j rofe s s i o nar, by defmi ti o n, a s p i re sto-conduet ofthe highest ethical standaris, (arn* att. tllt::s;. Dengan
adan,ra kode etik4 pTrgS profesional dapat menrmaikan fi:ngsi dan ke_
wafibannya seqra efektif dan berdaya guna tanpa merugikan-para pihakyang mendapatkan pelayanan jasanya.
.- 5od" etika profesi menjadi nonna dan pedoman sikap dan tindakanpribadi seoftug profesional. Kesacrarannya untuk setia dr";*g;, kepadaprofesinya tercermin dalam sikapnya yang konsisten menegakk# asas-asas
normdif kode etika. Arthur dan kawan-kawan (1991:36-1zi..r:"laskan
trrjuan kode etika profesi sebagai berikut. - - ' ' '!v
lhe 4urrose of a professionar conduct code is to porice the prolfession.In education most conduct codes are written ry tn, proluriini"i in"r-
setu3s and approved by the partianlm state to*i Eeau"oiii.-.. fn"cade'was written by teachers, adninistuators, and itate oficiats. The
new code encourages serf-poricing of the profession 
"s 
ofioiiiio theformer plocedure of alowing *Z itot, *point*a*ti'ofice.... The
new code clearry spers out ihe boundariei ofprafessioni iinaua.
Llraian di atas mengungkapkan bahwa tujuan sekaligus firngsi kodeetika profesi tenrtama menjadi asas normatif yang *.tuio*i tesadarankewajiban das amanat buday4 negara dan lebih-lebih morar untuk di-tunaikan oleh seorang tenaga profeiional. Artiny4 ma. .tita mengem-
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bangkan motivasi pengabdiao V*q SP tanpa pengaruh dan pengawasan
phit ru"t, baik aia; (kepala s"ttot'tt; maup,n pengalv-l: (supewisor)'
;;"gk rL" kesadaran priUuai **1" Tt€-mal, mengendalikan dan meng-
;;tA; sendir! sekaligus menjamin kolegialitas di d+m korps'
AbdulkadirMuhamm-dmenjelaskaubalrwakodeetikaprofesimeru-
pakan hasil p"oguto*o oiri nrgr,li yang bersangt<utan, dan r} perwujudan
;ih *;; v*ift f.if.l, y",; tidak dipaks+* d*i luar' Kode etikaprofesi
hr"y; il;hr"efektif *rtig dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai vang
uia"p a.r*, ["gk"g* profesi itu sendiri. Kode etika profesi merupakan
rumusan norma *oi muorrsi" yang mengemban profesi itu. Kode etika
pr"i..i *."ia.di tolok ukur perbuatan 
-mggota kelompok 
profesi' Kode
;;;r"*ti*.*prf.* 
"paya-pencegahan 
pertuatan ymg tidak etis bagi
-ggotuttyu (Muhammad, 1997:77)' - - -
Sumaryono, ..p.*i &m'ip otetr IUuframmad menyatakan bahwa fung-
si kode etika terutam" i.rru ,rrirgri sarana kontrol sosial, sebagai pencegah
;*;tan pmarcrain, seualai pencgeah kesalahpahaman dan konflik
@$il;a , wsl:ltl.Kesetiaan (konsistensi) dan ketulusan anggota pro-
fesi dalam menunaikan kewajiban yang dipercuy'kT $n diyanatkan
6;;;;f"tiovu ua*utt suatu kehonnatan kepada grib{inva karenanva
mengandung 
"if,at 
gahau' yuiu' tttugui motivasi dan ketulusan pengabdian
dau dharma-battinva kepada meteka yrng memerlukanjasa pelayanannya
*uigir" p."erbdi;""ii fepa{a 
-tiaang 
keilmuanny-a bangs.a dan negara-
;r6-r;buiri t*.til*n dan kebanggaannya kepada profesi ata, jabuan-
rri i*" f.piau rcttju*O'"vu (toio-giatitas, kgrns) yang pada gilirmnyai#ni""*pilkan citra dan martabat pribadi dm profesi' ^**ilrk", kttrou,JJJ*i P"1-9gd+* kode stika profesi oloh para
warganya ,rr"rror*ik* p'f' m'ft*. ketenagaSn- dan pengabdian para
profesional bidang t*'-d"f"ti gunr rli tt"g'* S *ry diakui
sebagai suatu pekerj; ;" profesiyn'q- u'iut t"tho'*at' luhur dan mulia
kare,na t*juan p"nAJf.* *.intioa [.prita,ian mqnusia berbudi dan ber-
ilmu (manusia idealfiadi, t"t*gg"n"V".Prof9si eil* g{y *"|'\TY
;j; yang diamanatkan adalah mengembangkan kepribadian manusB se-
ougu subj ek Oraoyo iJ r"U1 i *orolTokoh gunr memancarkan kepemim-
;fi, ffi kewibawaan yang mengayomi dengan oto'i1as narnun
tetap dengan 
"iot, 
I]o't ..'Jn ui. -"W.5ulr.' -ktptibudian dalam kualitas
inilah yang m"mueri i1rJcnaprofesi gryrl itt mulia.Demikianlah kita menge-
nal kode etik"p"go*ui t'"gt'i, doktti' jaksa' pengacara dan hakim' wartawan
I8O JURNAL ILMU PENDIDIKAN, AGUSTUS 1999, JILID 6, NOMOR 3
dan guru, sebagaimanajuga kode etika perajurit (TNI) yang terkenal sebagai
Sapta Marga.
ASAS.ASAS KODE ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN
Tenaga kependidikan, guru dan non-guru, sesungguhnyajuga dirva-jibkan untuk menegakkan kode etika yang diamanatkan, terutama guru
seb4gai pendidik secaramendasardan umum. Kode etikadimaksud meliputi:(l) melaksanakan kewajiban dengan dasar iktikad bai( dengan kesadaran
pengabdiaq (2) memperlakukan siapaprm, anak didik atau kolega sebagai
satu pribadi yang sama dengan pribadi dirinya sendiri; manusia pada umum-
nya harus dianggap sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk kepentingan
siapapun; setiap kita wajib menghormati martabat kemanusiaannya dan
martabat pribadinya; (3) menghormati perasaan, prestige dan prestasi setiap
orang dengan menylmpan rahasia kasus pribadi seseorang, sebagaimana
juga loyal dalam menyimpan ratrasia negara; sebalikny4 menghormati pres-
tasi seseorang tanpa menyembunyikan ft$a horma! penghargaan yarry se-
wajamya kepada mereka yang berhak (dengan menyatakan ucapan seramat);
(4) selalu berusahamenyumbangkan ide, konsepsi dan karya (ilmiah) demi
kema$uan bidang kewajibannya (misalnya mendidik); adalah tidak etis me-
nyembrmyikan suatu penemuan ikniah apapun sehingga masyarakat tidak
mendapdkan manfad dari pemikirrrnya; seoraqg profesiond sarjanq wa-jib menrpublikasikan karya-karyanya demi generasi muda dandemi *asya-
rak*, kemanusiaan dan budaya umumny4 menjunjung 'nggr kebebasan
ilmiah (academic freedom) dengankesadaran tanggungiawab dan pengab-
dian yang dilandasi oleh kesadaran kewqjiban moral (amanat moral); (5)
akan menerisu halrnya semata-mata sebagai satr kehormatan (honorarium,
HR) dan bukan karena pamrih-pamrih tersembunyi (vested-interesr); se-
baliknya dengan dalih apapun tiada akan menerima apapun (suapan,'i ur'rg
tambahan") yang secaa wajar dapat dipatraminya sebagai sesuatr yang
di luar kewajaran yang biasa berlaku (Syarn, 1988:151-152).
Persdran Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Anggaran Dasar(AD) menyepakati adanya kode etika guru bagr semua keiuarga (grru)
PGR[, mulai guru SD, sampai dengan sLTp-sLTA. Dalam kode etika itu
dinyatakan, Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang
pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta ke-
manusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa pancasila dan
setia kepada undang undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas
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terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17
Agustus I 94 5 . Oleh karena itu, guru lndonesia terpanggil untuk memmaikan
karyanya dengan memedommi dasardasar sebagai berikut: (l) Guru ber-
bakti membimbing peserta didik untrk membentrk manusia lndonesia seu-
tuhlya yang berjiwa Pancasila;-(2) Guru memiliki dan melaksanakan keju-
juran profesional (3) Guru beiusaha mempeloleh informasi tentang peserta
didikiebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan; (4) Guru men-
ciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjurgung berhasilnya pro-
."i b"lui*-*eogajar; (5) Gunr memelihara hubungan baik dengan orang
a1a mudd dan masyarakat sekitamya untuk membina peran serta dan rasa
r nggungjawab bersama terhadap pendidikaq (6) Guru secara pribadi dan
bersama-sarna mengembangkan dan meningkalkan mutu dan martabat pro-
fesinyq (7) Gunr memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan.
dankesetrakawanan sosial; (8) Guru secara bersama-sama memelihara dan
meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan peng-
,ndiq (9) Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang
pendidikan (PGRI, 1994).
' 
Menghayati dan menegakkan kode etika gunr Indonesia seperti vang
telah ditetapkan oleh kelembagaan organisasi profesi guru akan memotrvasi
para guru unflrk lebih meningkatkan pe,ngabdiannya. Para guru juga me-
;.6ri bahwa trjuan dan isi kode etika sesungguhnya meningkatkur
penunaian fungsinya: bagaimana kewajibannya.dalam antarhubungan se-
'r*" gota dengan sisw4 dan dengan masyaq$a (orangtua)'
plofe* guru serooggrhoy. memiliki jangkauan amat_komprehensifl
m,lai gunr 5O sampai-guru sekotah menengah" guru sebagai pegawai
regeri it*pro di peigunran swasta, temrasuk pula para guru agama baik
di Iekolah formal maupun di lembaga pendidikar tradisional seperti pondok
pesanten. Dengan demikian siapapun yang murgembT +t"gti keguruan
imengajar dan-mendidik) sesungguhnya mengembaq kode. etika profesi
sr* i*g diamanatkan atas bidang pekerjaannya (profesinya) baik sebagat
anggota organisasi PGRI, maupun bukan anggota'* 
Makn; gUru menunrt Kamus Besar Bahasa lndonesia adalah "... orang
yang peke{aan (mata pencaharianny4 profesinya) mengajil (Moeliono'
igt-8'itt). Mengrngat fungsi guru, dan memperhatikan makna dimaksud-
bagaimana dengL ior.o di pergunran tinggi, mulai dosen 1*q* pangkat
r"r;aaro samp; dosen dengan pangkat tertinggi, yakni Profesor (Curu
Besar)? ku** Besar juga menjetastan, "Profesor... pangkat tertinggi di
perguruan tinggi; sama dengan guru besar, mahaguru (Moeliono, 1 9 8 8 : 702)'
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Jadi, mengingat fungsi dan kewajiban p:*a dosen, termasuk guru besar,
wajarlah jika mereka mengembm kewajiban dan anan* untuk"menerima
danmenegakkar asas normatif sebagaimana dimaksud di dalam [oa" *itu
tenaga kependidikan, teristimewa kode etika gunr.
Memperhafikan tujuan dan zubstansi nilai nonuatif dalarn kode etikaguru di atas, mendesak untuk dipikirkan suatu rumusan kode etika profesi
g-uru yan€ meliputi sellu1guru, mulai pendidikan dasar sanrpai pendidikan
tinegi: T*pu adanya kode stika profesi (bagr para dosen) maka motivasi ipengabdian dalam rnembina matrasiswa cendinrng belum sebagaimana ai- Iharapkan. Feruimena kehidupan sosiar dan ,k"i'ooik, kdr;;;;- Ilrug'ngan dosen dan mahasiswa, masih dirasakan *i-vi k#;*-* I
seperti tercermin dari adanya sikap kaku, kecenderungm t 
"-rg o."iotEtil I(arogansi" oioriter), serta menggeiatanya perlakuan -kurang 
.d:l-i*t"ril Ipraktik penilaian yang cendenrng subjektif dan terfirtup r"tioggo ;il;#: I
l_<at {9sen lciller\. sikap demikian di samping tidak sesuai 6;g;;r; Idan fil1af* pendidikan tut wuri handayaijuga jauh dari .asas hirmani; I
apalagr kekeluargaan! ------ I
Berdasarkan wawa$m dan analisis di atas, sesuai dengan aina*ika I
sos.ial, e.!o.n9mi, politik dan budaya, lebih-lebih iimu dm;k";I""i 6r,t"k; I
maka nilai dan norma di daram kode etika wajar pula dikembaisk;.--" I
, .febagai bahan perbandingan bagaimana ort, tungra v-grnoal. I{ry trb:rultetap me4iunjung '"ggi koae erika profesi eilm,"6"-aiur* I{d*.brfryai uraian melgonai pendidikan, tihrrrd;;"f"'ri ff IAmerika Serikd, Amerika $rikat dengantaman demoiraii lib"r"i;; I
resrni mengakui adanya 2 (dua) organisasi besar profest gr* il;- rh, INatiorul Mucation Asstoctafion (NW drm, ttg emericaireaiition'"r ITea9h7rc gFDt dengan anggota sekita, 5,2 jrtu or*g ffi G;;# Iprofesi tertesar ini juea menetapkan kode etika gr* Grffi-&k.: l99il IMernperhatikan substansi kode etikaprofesi gum-di &;rik" i#;-ofr; Idiakui sgppq negara amat mode* dm tSeral, ,"r"ao."g i;r,. ,i*i Ima\ilas diri sebagai bangsa yang berbudaya pancasila y*g Eik*.r ffi II -"ryu-olung tingsisemangit kekeruarg*ru t**idGffi ffi IIndonesia dengan penuh kesadaran *eneg-akkao k"d";i6 d"fr;;;. I
K,DE ETIKA DAN CITRA PR.FESI.NAL I
. 
siapapun yang menerima jasa pelayanan dari suat, bidang profesi takan senantiasa menilai 
:":arn rasional bagaimana *g"*i j;ffyd Imereka bagi kehidupan dalam masyarakat. Masyaraki *oa"-;;il;; 
I
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pelayanan jasa mulai dari transportasi, kelembagaan atau apaftIttll peme-
rintahan (s"perti administrasi umu1n, kesehatan, keamanan, hukum dan
keaditan) r*rp, dengan pelayanan sosial budaya, teristimewa pendidikan'
Masyarakat 
"*o* secara 
sadar atau tidak telah menikmati semua atar
berbagar jasa pelayanan umum dimaksud, baik langsung maupun tidak
langsung.
' peiunaian kewajiban profesi guru, terutama dalam komunikasi sosial
dan mengajar-belajar dengan siswa, orang tua, sesama guru dan karyawan
aadnistlsi metputi tri-p'".ut p.n&ait*' keluarga (orangtua sisw4 ma-
'1a:akat),sekolah(paraguru,kurya*att,kepalasekolali),danpemerintah'fayanan jasa bidang profesi apapun senantiasa diharapkan (harus) cepat'
cermat, tepat, ramah dan murah. Setiap pribadi warga masyarakat cenderung
membutuhkan semuanya itu dan dengan sikap minta priorilas. Demikian
pula dalam bidang p.ndidik*. kesehatan, administrasi negara, hukum datt
L"u***. Jadi, semua tenaga profesional diharapkan melaksanakan fung-
""vu,vur."ijasapelayanan.umumsebagaimanadiharapkan.Sebaliknya"
,putiiu pan,**'dimaksud kurang memuask n m syar kat, ak n terj di
f"rrni*grn-dan kritik bahkan anggapan bahwa tenaga profesi itu tidak
profesional atau melanggar kode etika'
Semuapelayananumummerupakanbagrmdankebutuharrkehidupan
sosial budaya warga masyarakat (warga negara) sgtiae !Tg:a' Pelayanan
oo,u* dimaksud ieluas dan sebanyak bidang-bidang kehidupan budaya
dan peradaban masyarakat modem' Tiap-tiap pelayanan umum. ada yang
U"..ifut institusionai negara (kedinasan) dan ada pula yang bersifat umum
;*t". Jadi, tiap pelayinan',rnum adayang gratis (dijamin oleh negara
;;J;"g*'tia,a rinianl atau dengan biaya tertentu.(usaha swasta).I rrrui'v*rr."i t*iutryu jwa adil !S*u menerima jasa pelayanan
Emum bukan dioilai atas ilasi kesan pribadi secara subjektif, melainkan
;"*p.thruk* pula bagaimana mereka. yang mengemban. firgas pelayanan
;um itu mengimUan imanat masyarakat yang ryq 4fu"v"' masyarakat
*"*ti"tu *dgukoi adanya asas keseimbangan hak- dry kewajiban baik
U$ Ati"Vu t"Ulgui subjek konsumen i asamaupuh prilad1 subjekp rodus 91
ffi p.f"V- i*i ff*Vu dengan kesadaran asas keseimbangan ini, mulai
mtarhubungan parapihak, sanr-pai pelaksanaan pelayanan j asa, dan penilaian
;p";t;hf;#" atits* l".ui** etika dan tatanan vang berlaku'
Fenomena .o.ii k.r,,*yarakuan cenderung menilai penunaian ke-
*a3iban profesional secara subjektif' Artinya, kargna merasa pelayanan
t"or*g t"rrugu profesional tidak memuaskaq penghargaan kepada tenaga
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profesi itu bersifat negdif. Fenomena kasuistis yang cenderung digene-
ralisasikan oleh seseorangjusfiu suatutindakan yang tidak rasional, bahkan
kurang etis. Jadi, citra suatu profesi hendaknya berdasarkan suatr penilaian
yang lebih objektif dan das data yang cukup memadai. Dengan demikian
antarhubungan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan umum tetap
terpelihara dengan mereka yang menunaikan tugas profesional memberikan
jasa pelayanan umum.
BEBERAPA MODEL KOI'E ETIKA PROI"ESI
Guna memperluas wawasan dan dasar pertimbangan untuk pening-
katan kesadaran kode etika profesi guru, akan lebih bijaksana bila bahan
perbandingan dimaksud lebih diperkaya. Artinya, beberapa model kode
etika berbagai profesi juga disajikan. Profesi bidang hulum, yang dibedakdn
antara hakim, jaksa dan pengllcara (advokat), dapat dicermati-dan diban- 
,
dingkan dengan kode etikaprajurit ataupunpegawainegeri sipil padau**- l
nya. Perbandingan ini akan lebih signifikan manakala diseiami pula asas- I
asas normatif dan substansinya yang terkandung di dalam kode etika sebagai i
pedoman kekaryaan dan pelayanan jasa sebagai bidang pengabdian mereka- |
I
Kode Etika Profesi Bidang Hukum I
Dalam bidang profesi hukum, dijelaskan oleh Lubis (199a:la) ba- |
gaimana komisi kode etika profesi hukum secaxa cukup rinci menetapkan I
kode etika sebagai pedoman bagi para warganya. Dengm etika profesi I
hukum itr, diharapkan para profesional hukum memiliki kemampuan in- |
dividu tertentu ymg kritis, yaiar (l) kemampuan uutuk kesadirm etis I(ethical sensibility); (2) kemampuan untuk berpikir secara ets (ethicat I
reasoning); (3) kemampuan untuk bertindak secara eis (ethical co,nduct\; ll
(4) kemampuan untuk kepemimpinan eti s (ethical leadership). Kemampuan I
tersebut merupakan landasan dasar waalg kepribadian dan perilaku para Iprofesional hukum. Bagi kalangan profesi penasihat hukum ai haonisia, I
etika profesinya telah diatur oleh organisasinya masing-masrng Misalnya, I
Ikatan Advokat Indonesia 0kadin) dalam musyawarah nasiJnal tanda I
10 November 1985 menetapkan Kode Etikanya (ada l l asas). I
Purwoto S. Gandasubrata dalam uraian beliau yang bertem4 Denganl
Etika Profesi Hakim, Kita Tegakkan citra, wibawa, dan Martabat nakinl
';#{;Lxffi r:1ffi*TH'f,n:ffi'[ffi ffir,J:*:ffi ll
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termasuk korpsny4 akan terpelihara. Beliau serantiasa mengingatkan agar
pu." nrf.i* menegalkan Panca Dharma llakim: (1) Kartika = Bertakwa
ilp"d" Tuhan Vang Uana Esa; (2) Cakra = Berlalar adil; (3) Candra =
Biirk *t (4)) Tir&a = Jujur, (5) San = Berbudi luhur/berkelakuan tak
teicela (Gandasubrata, 1992:14'1.
Kode Etika Pegawai Negeri RI
DidalamnegaraRlbanyakkomponenbangsayarrgmelaksanakarr
fimgsi kenegaraan, Lrutama fungsi pelayananumum (pzblic services, public
-ffiini 
strai on) baik sipit maryun militer. Pegawai ne_geri sej ak 1 97 1 terhim-
o* ai dalarn i<orp. pegawailepublik Indonesia (Korpri) dengan tujuan,
.iri a* fungsi i*g *le diamanllan secara kelembagaan. Menurut
-{rg$I; oalar k"6.i p"b y pTl T,dokrin Korpri adalah BhinnekcI x"fr, Abdi NesarL Kode etika Korpri adatah saptaprasetya KORPN
I ;;"k;d;"dulu* Munas V Febnrari 1999 diubatr mer{adi Pgnca
I 'nirrii-i{irii. putu* Panca Prasetia itr diikrarhan baSwa anggota Korps
I ilffi n"r1"tfit Indonesia yang beriman dar bertakwa kepada Tuh*
I i;;- Mu5.'e* adalah insan yang: (l) Setia dan taat kepada Negara
I K"*frr* d* ;emerintah nepuUtit lndonesia yang berdasarkan Undang-
I ura*, nasaril+s; (2) Menjunjungtinggrkehormatanbangsasertameme-
I }"ffi*rl ,u5*n"iu5lt 
" 
dan rahasia negara; (3) Me_ngutamakan kepen-
I t"- il;6* masyaraka di aus kepentingan pribadi dan go.longT;
X Af;;i;;;;;ih;" persatuan dan kesafiran bangsa serta kesetia-I K;;6*;p"e"*ri Rti,"ulik Indonesiq, dan (s) Berjryne me-nepa1{*I ;il,ffi d*'k""di* r"rri**ir*.*m kesejahteraan dan profesionalis-I ;:.';;ffir;-r"f"#asi yang mJmperj'aangkan asas demokrasi alan hakI iliffiil-;rk" *.rgi fi'tpti *t"gt uoai tantansanpenrbahan sikapI ffiir"f'"Jr* 
"m"f*S dingan 
mengembangkan sikap pengabdian
I sebasai abAi masyarakat dan abili negara'I *"*ffi*;';;r ";d; sipil, j"t" diakui bahwa prajurit dan polisi
I #*kr"rrutmrlt:l1ru*nm$ ffir*#'ffi:
I dan SumPatr Prajurit.
I Kode Etika prajurit: Tentara Nasionar Indonesia Gr.[)
I Dalam Sapta Marga dinyatakan bahwa anggota TNI adalah: (l) wargaI nesarakesatuan n"p"u[r r"a"""siq yang bersendikan Pancasila; (2) patriotIII
-
-II
IIIII
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lndonesia, pendukung serta pembela ideologi negira, yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah; (3) ksatria krdonesia, yang uerhkwi
f"ry-d" Tuhan Yang Maha Esq serta membela kejujuran, LebJnaran dankeadilaq (4) prajurit Bersenjata Republik Indonesia, adalah bha-
yangkari negara dan bangsa; (5) prajurit Angkdan Bersenjata Republik
Indonesia, memegang teguh disiplin, pat,h da*taat kepadapimpinan, serta
genjunjurg tinggi sikap dan kehormatan prajurit; 1oy p.a;urii engtaran
Bersedata Republik Indonesi4 mengutamakan kepenuiraan di dalam me-
laksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan
bangsa; (7) prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesi4 setia dan
menepati janji serta sumpah prajurit. 
.
sapta Marga ini dilengkapi pula dengan sumpah pxajurit. Dalam sum-pah itu para prajurit bersumpah Demi Alrah untrk: (l) setia kepada pe- I
merintah dan trnduk kepada Undang-undang dan ideologi ,g*n rzl ITunduk kepada tentara; (3) Menjalankan segala tewa;iuai a.rg"i Ip"."uh rasa tanggung jawab kepada tentara dan negara republik r"orn lic I(4) Memegang teguh disiplin tentara, tundut<, setiq hormd sertataat keo# I
atasan dengan ak membantah perintah atau putusan; (5) Memegang G"h I
rahasia tentam sekeras-kerasnya -- 
|
KOIIE ETIKA PRotr'Esr IlosEN, SUATU PEMTKTRAN ALTtsRNATrF I
.. 
Drq* sungguh-sungguh mempertimbangkan berbagai aata prrtan- Ndinggn beberapa kode etika profesi, *uu ai.usrt* amaime,nder;k;;- |
muskannya kode etika dosen di perguruan tinget. Sejak adanf;;ffi I
wawasan Almamdeq wawasan profesional dosen sestmgguhnyaj,;il; Ikembang. fuas kebersanain dan kekeluargaan berdasiikan prr";;e I
mokrasi dan kemitraan hendaknya dibudayakan. Ada su&r r""o*l d- I
kecendenrngan gaya ilmuwan: yang sebagian cend"*og*r*r;uktb.r* Imimbar, bahkan bebas nilai (suriasum;tri, r990:22i-zari, arpJ *.* Ijunr,s kepada anarkisme ilmiah Sikap yang menonjolkan *pJa"it , til" I
cenderung diidentikkan dengan keunggulan subjelq secara subjekti{ ;""* Ijolkan otoritas keilmuan dengan aerajar m*ini*ia* kp*rgk;;;*.l I
9en{9runs bersikap mendominasi dengan dalih suprem*i t"h,,our.Gil I
i:il]!il trsf *.}r ffi ;"-r;mtrffi;ry,xx* I
f il,'TffiJrb}*ff fr',l#'H1**:H'"rffi tHffiffi 
|
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dengan sikap dosen yang menegakkar asas kemifraan dan kekeluargaan
dalam kebebasan.
Sesungguhnya dengan memahami malm4 kedudukai, hak dan ke-
wajiban (a$i) manusia dengan segala potensl, halkat dan martabatrya
!,ang mengemban tujuan yang diamanatkan IVlaha Pencipta' wajarlah manu-
Sa t"ogirrgai martabat manusia. Lebih-tebih manusia terpelajar (guru,
itmuwari doJen, Guru Besar) memiliki kewajiban asasi untuk menghormati
marhbat manusiE termasuk mahasiswa sebagai kader bangsa'
PENUTT]P
Perguruan tinggi sebagai pusal pengembangan ilmu secara funda-
mental rienj adi pusat pengembangan kepribadian manusia (sebagai slmber
daya manuiia Ue*uatitasl, sekaligus seb3gai pusat kebudayaan dan pem-
butayaan, hendaknya mengembangkan 
_srkap keqemimpinan-dan ilmuwan
lrng m"ngemb*gt a" asaskernitraan (dosen-mahasiswa) dalam menunai-L- fiaftur*u pergurua[ tinggt Unark membina budaya psrgunuln tinggi
rbagai lembaga illniah Aan kampus rybag3r masyarakat itmiah, seyogyarya
n r-rig* dos-en-mahasiswa lebih demokratis, dalam arti dikembangkan
*t s tut wuri handayani, kekeluargaan dan kemitraan'
Secara konsepiional dapat dipertimbangkan adanya asas-asas kode
Aika dosen denganaltematif rumusan (awal dan tentatif untrk direnungkan
a- a!g-U*gk*): (l) Asas ruf wuri handayani: menegakktn s1kap kekelu-
,rg*n aroguri*""Aoro"g U.*"*banenya freurandirian (mahasiswa) dalamffindr# (kebebasan-mimbar/ilmiah); (2) Asas luadilan dalam hubung-
a kemitaan dan penilaian (dengan selalu menghormati kepribadian dan
identitas mahasiswa S-1, apalagi S-2 dan S-3); (3) Menegakkanjiwa korps
dosen (kekeluargaan), kolegialitas antardosen, termasuk staf karyawan;
i+in4"rg.r,t*it* [oo,*lt asi kelembagaal melalu hubungan persolSlil* ffp*J plndidikan dalam rangka Tfidharma Pergunran Tinggt; (5)
Menegakkan dan mengembangkar asas keguruar: subjek gunr ditiru dan
digrrg,r.
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